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4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusl dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya 
Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 
1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3465); 

Mengingat 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pergeseran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 
2013; 

b. bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 

: a. bahwa sesuai surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar 
tanggal 4 Juni 2013 Nomor 170/494/DPRD perihal Persetujuan Pergeseran; 

Menimbang 

WALIKOTA DENPASAR, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DENPASAR 
TAHUN ANGGARAN 2013 

TENT ANG 

NOMOR 2 TAHUN 2013 

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR 

WALIKOTA DENPASAR 



14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan 
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Sadan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502) ; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Pemerlntahan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia 4028); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
4027); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 5049); 

7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang·Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844) ; 

6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4421); 

5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400) ; 
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26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 
2013; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 508); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 694) ; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang 
Perubabahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhlr dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi 
Pemerintahan; {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ; 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian 
dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ; 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614) ; 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan 
dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4585) ; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ; 
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(393.000.000,00) Rp. 

1.000.000.000,00 
607.000.000.00 

Rp. 
Ro. 

Rp. 692.855.308.211,89 
Rp. 693.248.308.211.00 
Rp. 393.000.000,00 

(393.000.000,00) Rp. 

661.132.514.505,00 
660.739.514.505,00 

Rp. 
Rp. 

b. Belanja Langsung 
Sebelum pergeseran sejumlah 
Setelah pergeseran sejumlah 

Bertambah/(Berkurang) 

Pasal 3 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
terdiri dari jenis belanja : 
a. Belanja pegawai tetap sejumlah Rp.579.045.202.745,00 
b. Belanja hibah tetap sejumlah Rp.26.665.000.000,00 
c. Belanja bantuan sosial tetap sejumlah Rp.162.500.000,00 
d. Belanja bagi hasil tetap sejumlah Rp.19.187.618.085,00 
e. Belanja bantuan keuangan tetap sejumlah Rp.35.072.193.675,00 
f. Belanja tidak terduga 

Sebelum pergeseran sejumlah 
Setelah pergeseran sejumlah 

Bertambah/(Berkurang) 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasar 1 terdiri dari : 
a. Belanja Tidak Langsung 

Sebelum pergeseran sejumlah 
Setelah pergeseran sejumlah 

Bertambah/(Berkurang) 

1. Ketentuan Pasal 3 digeser, sehlngga berbunyi sebagai berikut : 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 
2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun 
2013 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 12), digeser 
sehingga menjadi sebagai berikut : 

Pasal I 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2013. 

MEMUTUSKAN : 

WALIKOTA DENPASAR 

Dan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR 

Dengan Persetujuan Bersama 

27. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2013; 
(Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 12). 
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Menetapkan 



Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pergeseran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Walikota sebagal 
Landasan Operasional. 

Pasal6 

3. Ketentuan Pasal 6 digeser, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

5. Lampiran V 

4. Lampiran IV 

3. Lampiran Ill 

Ringkasan Pergeseran APBD; 
Ringkasan Pergeseran APBD menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 
Rincian Pergeseran APBD menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan; 
Rekapitulasi Pergeseran Belanja menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; 
Rekapitulasi Pergeseran Belanja Daerah untuk 
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan 
Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

Uraian lebih lanjut Perge.seran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri 
dari: 
1. Lampiran I 
2. Lampiran II 

Pasal s 

2. Ketentuan Pasal 5 digeser, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Rp. 249.637.322.191,86 
Rp. 240.945.122.191.86 
Rp. (8.692.200.000,00) 

Rp. 388.529.058.597,03 
Rp. 398.057.058.597.03 
Rp. 9.528.000.000,00 

(442.800.000,00) Rp. 

54.688.927.423,00 
54.246.127.423.00 

Rp. 
Rp. 

c. Belanja modal 
Sebelum pergeseran sejumlah 
Setelah pergeseran sejumlah 

Bertambah/(Berkurang) 

b. Belanja Barang dan jasa 
Sebelum pergeseran sejumlah 
Setelah pergeseran sejumlah 

Bertambah/(Berkurang) 

5 

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) huruf b terdiri 
dari jenis belanja : 
a. Belanja pegawai 

Sebelum pergeseran sejumlah 
Setelah pergeseran sejumlah 

Bertambah/(Berkurang) 



l· 

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2013 NOMOR 2 

Ditetapkan di Denpasar 
pada tanggal 5 Juni 2013 

'1( WALIKOTA DENPASAR, ~ 

~~ 

~ RAJ d.i.:;AWUAYA MANTRA I 
Diundangkan di Denpasar 
pada tanggal 5 Juni 2013 

SEKRETARIS DAE ~lf ENPASAA, 

ISWARA 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar. 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku untuk Tahun Anggaran 2013. 

PASAL II 
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' 

WALIKOTA DENPASAR, 

NomorUrut Uralln Jumlah Belanja Berum~h/ BfRw.ing 
Se.betum Per1eseran Seteliih P-e:seran ... " 1 2 3 • 5 6 

4. PENDAPATAN 1.278.760.)12.587 .10 l.278.760.312..S87,10 . 4.1. PENOAPATAN ASll DAERAH S1l.0&1.S91.494.SS S13.06t.S91 • .t94.85 4.1.l. Pllljak Oaerah 403.000.000.000.oo 403.000.000.000,00 . . 4.1.2, Hasil Retribusi Oacerah 38.079.489.000,00 38.079.489.000,00 . . 4.1.3. HasJI Pen,;elolaan ke~ya.an Oaerah Yang Oiplsahkin 15.325.102.494,85 15.325.102.494,SS . . 
4.1.4. lalll-laln Pendapatan Asll Oaerah Yan1 Sah 56.657.000,000,00 56.657.000.000,00 . 
4.2. DANA PERIMBANGAN 6S6.S82.041.300,20 656.582.041.300,20 . 4.2.1. Dana 8agi Hasil Pajak/llagl Hasil Bvkan Pajak 64.982.449.300,20 64.982.449.300,20 . . 4.2.2. Oana Alokasi Umum 580.807. 702,0:>0,00 580.807.702.000,00 . 4,2.3. Dan.a Alokasl Xhusus 10.791.890.000,00 10.791.890.000.00 . . 
4.3. LAIN-t.AJN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 109,116.679.79l,05 109.U6.67'.79l,05 . . 4.3.1. Pendapatan Hlbah 1.688.512.000,00 1.688.512.000,00 . 4.3.3. Dana Bagi HasU P.i,ak Oari Provinsi Dan Pemeri.ntJh 100.S29.1$2.792,0S 100.529.182.792,0S . 

Oa.er.1h lainnva 
4.3.S. Santuan Keuan.gan Dari Ptovinsi Atau Peme,intah 6.898.985.000,00 6.898.985.000,00 . Oaerah la1nny1 

4.9 JUMLAH 1.278.760.3U.517 .10 l.278.760.3U..S87 .10 . . 
5. BELANJA DAERAH 1.353,987 ,822.716,89 1.353..917 .8.ZZ. 716,89 . . s.r, BElANJA TlOAK l.ANGSUNG 661.132..S14.SOS.OO 660.739.514.SO.S.,OO 1393.000.000,00) (0,06) 5.1.l. etlanja Pegawal 579.045.202. 745,00 579.045.202. 745,00 . 5.1 4. Bel11nja Hibah 26.665.000.000,00 26.665.000.000,00 . 5.1.$. BeJanJ1 Bantuan Soslal 162.500.000,00 162.$00.000,00 
5.1.6. Belan}i &igl Hasil Kepada Provinsi/)(abupatel'I/ ICota 19.187.618.085,00 19.187.618.085,00 . . Dan Pemerlntah-an De$.it 
5.1.1. Belanja Bantuan Keuangan Xep.a,cta 35.072.193.675,00 35.072.193.675,00 . . Provl!"ISi/Kabupaten/Kota, Pemerlntah Desa dan 

PartaJ Politi"k 
5.1.8. Selan~ Tidal: Tel'duga 1.000.000.000,00 607.000.000,00 (393.000.000,00J (39,30) 

5.2. BElANJA LANG5UNG 692.85.5.308.211,89 693.248. 308. 211,89 3'3.000.000,00 0,()6 5.2.1. BelanJa Peg_awal 54.688.927.423,00 54.246.127.423,00 1442.800.000,001 C0,81) 5.2.2. B~an;1 Barang Dan J.is-a 388.529.058.597,03 398.057,058.597,03 9.528.000.000,00 2,45 5.2.3. 8elan)J MOdal 249.637.322.191,86 240.945.122.191,86 (8.692.200.000,00) (3,48) 
s.a JUMLAH BElANJA 1.353.987.822.716.89 1.353.987.822.716.89 . 
5.9 SURPlUS/tDEFISITI r1s.221 .s10.129.79l (7S.2.27 .S10.129,79l . . 
6. PEM91AYAAN OAERAH 7S.227.S10,129,79 75.2.27 .510.129,79 . 6.1. P£NERJMAAN PfMBIAYAAN DAERAH 89.979.712.831,79 89.979.712.831,79 6.1.1. Sisa Leblh Pertlhungan Angga,a,n Tahun Anggaran 89.979.712.831,79 89.979.712.831,7' . Sebelumnva 

6.19 IUMlAH 89.979.712.831,79 89.979.712.831.79 . . 
6.2. PENGELUARAN PEM81AYAAN DAERAH 14. 752.202. 702,00 14.752.202.70l,OO . 6.2.2. Penvertaan Modal/lnvtStasi Peme,int-ah Oaerah 14.752.202.702,00 14.752.202.702.00 
6.29 JUMLAH PENGELUARAN PEMBlAVAAN 14.752.202.702,00 14,7Sl.202.702.00 - 
6.299 PEMBIAYAAN NETO 75.227.510,lli,79 7S.2l7.510,lli,79 . . 
6.3 SISA LEBIH PEM9lAYAAN ANGGARAN TAHUN 0,00 0,00 . . BERK£NAAN (SllPA) 

PEMERINTAH KOTA DENPASAR 
RINGKASAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2013 

:PERGESERA.NANGGARAN PENOAPATAN DAN SELAN.IA OAERAH ICOTA OENPA$AI\TAHUNANGGARAN2013 TENTANG 

PERATURAN OAER.AH KOTA OENPASAR 
fANGGAl · 5 JUN! 2013 
NOMOR , 2 TAHUN 2013 

LAMPIRAN I 
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